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PUTUSAN

Nomor 748/Pdt.G/2024/PA.Tbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TEMBILAHAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama

telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT,  NIK XXXXX,  tempat dan tanggal lahir Bakau Aceh, 01

Januari 1991, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan

SD/Sederajat,  pekerjaan  petani,  alamat Kabupaten

Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir Batang Tumu, 17 Mei

1988,  umur 36  tahun,  agama Islam,  pendidikan

SD/Sederajat,  pekerjaan petani,  alamat Kabupaten

Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 November 2024

yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan register

Nomor 748/Pdt.G/2024/PA.Tbh tanggal  19  November  2024 mengajukan

gugatan  cerai  terhadap  Tergugat  dengan  dalil-dalil  pada  pokoknya  sebagai

berikut:

1. Bahwa  pada  hari  Minggu  tanggal  02  Mei  2010 telah  dilangsungkan

perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut

hukum  dan  sesuai  dengan  tuntunan  ajaran  agama  Islam.  Perkawinan

tersebut telah dicatatkan di hadapan Pejabat PPN Kantor Urusan Agama

(KUA) Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir, sebagaimana dalam
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Kutipan  Akta  Nikah  dengan  Nomor  231/01/VII/2010 tertanggal  01  Juli

2010;

2. Bahwa setelah menikah, pada awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di

rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kecamatan Gaung Anak

Serka, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau selama lebih kurang 5 bulan;

kemudian  terakhir  hidup  bersama  di  rumah  milik  yang  beralamat  di

Kecamatan Gaung  Anak  Serka,  Kabupaten Indragiri  Hilir,  Provinsi Riau,

hingga berpisah;

3. Bahwa pada  waktu  akad  nikah,  Penggugat  berstatus  gadis,  sedangkan

Tergugat berstatus jejaka;

4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai

2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

a. ANAK I;

b. ANAK II;

Saat ini semua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

5. Bahwa  keadaan  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  pada  mulanya

berjalan  harmonis,  akan  tetapi  sejak  bulan  Agustus tahun  2023 rumah

tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sudah tidak harmonis

lagi,  sering  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  secara  terus  menerus

disebabkan oleh karena;

a. Tergugat  pernah  mengucapkan  kata  cerai  kepada  Penggugat  ketika

marah;

b. Tergugat bersikap egois dan tidak menghargai Penggugat;

c. Tergugat bersifat cuek dan tidak peduli dengan Penggugat;

d. Tergugat suka berbohong kepada Penggugat.

6. Bahwa percekcokan antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan

memuncak pada bulan November tahun  2023 yang menyebabkan antara

lain: 

a. Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  telah  pisah  rumah  sejak  bulan

November tahun 2023 atau sudah selama 1 tahun, Penggugat diantar

oleh Tergugat pulang kerumah orang tua Penggugat. Saat ini Penggugat

tinggal  di  kediaman orang tua Penggugat  di Kecamatan Gaung Anak
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Serka,  Kabupaten Indragiri  Hilir,  Provinsi Riau dan Tergugat tinggal di

kediaman milik bersama di  Kecamatan Gaung Anak Serka,  Kabupaten

Indragiri Hilir, Provinsi Riau;

b. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan hak dan

kewajibannya  masing-masing  layaknya  suami  isteri,  baik  nafkah  lahir

maupun bathin sejak bulan November tahun 2023;

c. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik

dan tidak saling memedulikan lagi.

7. Bahwa  atas  permasalahan  dan  kemelut  rumah  tangga  yang  dihadapi,

Penggugat (telah  memusyawarahkan) dengan  keluarga,  baik  keluarga

Penggugat maupun keluarga Tergugat. Namun sudah sulit mencari solusi

untuk mempertahankan dan menyelamatkan perkawinan, sehingga kemelut

rumah tangga semakin sulit diselesaikan;

8. Bahwa ikatan perkawinan antara  Penggugat  dan Tergugat  sebagaimana

yang  diuraikan  diatas  sudah  sulit  dibina  dan  dipertahankan  lagi  untuk

membentuk  suatu  rumah  tangga  yang  sakinah,  mawaddah  wa  rahmah

sebagaimana maksud dan tujuan dari  suatu  perkawinan,  sehingga lebih

baik diputus karena perceraian;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan perceraian Penggugat

terhadap Tergugat atas dasar  pertengkaran yang terjadi terus menerus

dan  tidak  mungkin  hidup  rukun  dalam  suatu  ikatan  perkawinan,  telah

memenuhi unsur  Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun

1975 Jo. Pasal 116 huruf (f)  Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar

hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara.

Berdasarkan  dalil  dan  alasan-alasan  tersebut  diatas,  maka  dengan  ini

Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tembilahan c.q. Majelis

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari

persidangan,  kemudian memanggil  Penggugat  dan Tergugat  untuk  diperiksa

dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
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2. Menjatuhkan  talak  satu  bain  sughra Tergugat  (TERGUGAT)  Terhadap

Penggugat (PENGGUGAT);

3. Membebankan biaya Perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-

adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa  untuk  kepentingan  pemeriksaan  perkara  ini  Penggugat  dan

Tergugat telah  dipanggil  untuk  menghadap  ke  persidangan,  dan  terhadap

panggilan  tersebut  Penggugat  hadir  menghadap  sendiri di  persidangan,

sedangkan Tergugat  tidak pernah hadir  dan tidak  pula mengutus  orang lain

sebagai  wakil  atau  kuasanya  yang  sah,  meskipun  Tergugat  telah  dipanggil

secara  resmi  dan patut,  dan ketidakhadiran  Tergugat  tersebut  adalah tanpa

alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk

tidak  bercerai  dengan  Tergugat,  tetapi  Penggugat  tetap  pada  dalil-dalil

gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah

datang  menghadap  meskipun  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut,

selanjutnya  dimulai  pemeriksaan  dengan  membacakan  surat  gugatan

Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa  untuk  menguatkan  dalil-dalil  gugatannya,  Penggugat  di

persidangan telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat:

- Fotokopi  Kutipan  Akta  Nikah  Nomor:  XXXXX  yang  dikeluarkan  oleh

Pegawai Pencatatat Nikah  Kantor Urusan Agama Kecamatan  Mandah,

Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 01 Juli 2010, bukti tersebut telah diberi

meterai  secukupnya  dan  telah  di-nazagelen,  setelah  diteliti  serta

disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi

tanda P;

B. Saksi-Saksi:

1. SAKSI  I,  umur  48  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  tidak  sekolah,

pekerjaan petani,  bertempat tinggal di  Kabupaten Indragiri  Hulu. saksi
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adalah ayah kandung Penggugat,  di  bawah sumpahnya menerangkan

sebagai berikut: 

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;

- Bahwa  setelah  menikah  Penggugat  dan  Tergugat  terakhir  tinggal

bersama di rumah milik bersama di Desa Teluk Pinang;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak;

- Bahwa,  rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan

harmonis, namun saat ini sudah tidak harmonis lagi, karena sering

terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa  saksi  sering  melihat  dan  mendengar  langsung  Penggugat

dan Tergugat bertengkar, dan juga pernah merukunkan Penggugat

dan Tergugat;

- Bahwa  penyebab  Penggugat  dan  Tergugat  bertengkar karena

Tergugat sering berbohong kepada Penggugat, dan Tergugat kurang

memenuhi nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 1 tahun

yang lalu, Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama;

- Bahwa  selama  berpisah  Tergugat  tidak  pernah  memberi  nafkah

untuk  Penggugat,  dan  Tergugat  sudah  tidak  memperdulikan  lagi

Penggugat;

- Bahwa  pihak  keluarga  sudah  berupaya  mendamaikan  antara

Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI  II umur  33  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  SLTA,  pekerjaan

mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Batam. Saksi adalah

bibi Penggugat, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;

- Bahwa  setelah  menikah  Penggugat  dan  Tergugat  terakhir  tinggal

bersama di rumah milik bersama di Desa Teluk Pinang;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak;

- Bahwa,  rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan

harmonis, namun saat ini sudah tidak harmonis lagi, karena sering

terjadi perselisihan dan pertengkaran;
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- Bahwa  saksi  tidak  pernah  melihat  dan  mendengar  langsung

Penggugat  dan  Tergugat  bertengkar,  namun  saksi  pernah

merukunkan dengan menasehati Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa  penyebab  Penggugat  dan  Tergugat  bertengkar karena

Tergugat sering berbohong kepada Penggugat, dan Tergugat kurang

memenuhi nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 1 tahun

yang lalu, Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama;

- Bahwa  selama  berpisah  Tergugat  tidak  pernah  memberi  nafkah

untuk  Penggugat,  dan  Tergugat  sudah  tidak  memperdulikan  lagi

Penggugat;

- Bahwa  pihak  keluarga  sudah  berupaya  mendamaikan  antara

Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang

pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan dengan

mengabulkan gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat

dalam  berita  acara  sidang  merupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari

putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

tentang gugatan cerai sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan menunjukkan bahwa perkara

ini  termasuk  sengketa  di  bidang  perkawinan,  dan  ternyata  Penggugat

berdomisili  di  wilayah  hukum  Pengadilan  Agama  Tembilahan,  maka

berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-

undang Nomor 7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama sebagaimana  telah

diubah  dengan  Undang-undang Nomor 3  Tahun  2006  dan  Undang-undang

nomor 50  Tahun  2009,  Pengadilan  Agama  Tembilahan  berwenang  secara

absolut  maupun  relatif  untuk  memeriksa,  memutus,  dan  menyelesaikan

gugatan Penggugat;
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Menimbang,  bahwa  ternyata  Tergugat  tidak  datang  menghadap  di

persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain  untuk menghadap sebagai

wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang

dibacakan di  persidangan,  Tergugat  telah  dipanggil  secara  resmi  dan patut,

sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan

oleh suatu alasan yang sah; 

Menimbang,  bahwa Tergugat  yang telah  dipanggil  secara  resmi  dan

patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir

dan gugatan Penggugat  tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal

149 ayat (1) R.Bg;

Upaya Mendamaikan

Menimbang,  sedianya akan diupayakan mediasi  untuk mendamaikan

antara  Penggugat  dengan  Tergugat  sesuai  dengan  ketentuan  Peraturan

Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2016,  akan  tetapi

mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir

di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya semaksimal mungkin

untuk  mendamaikan  antara  Penggugat  dengan  Tergugat  dengan  cara

menasihati  Penggugat  agar  tetap  kembali  rukun  membina  rumah  tangga

dengan  Tergugat,  hal  mana  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  82  ayat  (1)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana

telah  diubah dengan Undang-Undang Nomor  3 Tahun 2006 dan perubahan

kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 143 ayat (1)

dan (2) Kompilasi  Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, akan tetapi upaya

tersebut tidak berhasil;

Pokok Perkara

Menimbang,  bahwa  yang  menjadi  alasan  perceraian  dalam gugatan

Penggugat adalah adalah Penggugat menggugat cerai dari  Tergugat dengan

alasan  rumah  tangga  Penggugat  dengan  Tergugat  sudah  tidak  rukun  dan

harmonis  lagi  karena  sering  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  terus

menerus  sejak bulan Agustus 2023, yang disebabkan oleh hal-hal yang telah

dikemukanan oleh Penggugat dalam surat  gugatan Penggugat sebagaimana
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telah diuraikan dalam duduk perkara diatas yang mana perselisihan tersebut

menyebabkan Penggugat  dan Tergugat  berpisah tempat  tinggal  sejak  bulan

November 2023 sampai dengan sekarang tidak pernah bersatu lagi;

Analisis Pembuktian

Menimbang,  bahwa  meskipun  Tergugat  dianggap  mengakui  atau

setidak-tidaknya  tidak  membantah  dalil-dalil  gugatan  Penggugat,  karena

Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara

perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasanalasan

perceraiannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  283  R.Bg  jo.  Pasal  1685

KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa  Penggugat  untuk membuktikan dalil-dalinya  telah

mengajukan alat bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi; 

Menimbang,  bahwa  bukti  P  merupakan  fotokopi  surat  yang  sesuai

dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah  dinazegelen, maka berdasarkan

ketentuan Pasal 284 dan 285 R.Bg.  juncto Pasal  3 Ayat (1) Undang-Undang

Nomor 10 Tahun  2020 tentang Bea Meterai, bukti-bukti tersebut  secara formil

dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  bukti  P  tersebut  harus  dinyatakan

terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah,

oleh  karena itu  Penggugat  dan Tergugat  adalah pihak yang berkepentingan

dalam perkara ini (persona standi in judicio) sesuai dengan ketentuan Pasal 2

ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan  jo. Pasal 7

ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang,  bahwa  terhadap  dua  orang  saksi  yang  diajukan  oleh

Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi tersebut telah

memenuhi persyaratan formil pembuktian, saksi mana telah disumpah menurut

tata  cara  agama  Islam  dan  di  samping  itu  tidak  terhalang  untuk  didengar

keterangannya sebagai saksi karena kedua orang saksi tersebut merupakan

orang terdekat dengan Penggugat, dengan demikian dapat diterima dan sesuai

dengan ketentuan  Pasal  22  ayat  (2)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun

1975;
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Menimbang,  bahwa  dengan  mempertimbangkan  keadaan  dan

kedudukan  saksi  pertama  yang  bernama  SAKSI  I sebagai  ayah  kandung

Penggugat dan saksi kedua bernama SAKSI II sebagai  bibi Penggugat, maka

cukup  beralasan  apabila  saksi  tersebut  mengetahui  keadaan  rumah  tangga

Penggugat  dan  Tergugat  dari  apa  yang  dilihat  dan  didengarnya  secara

langsung dan keterangan saksi  tersebut  sebagaimana telah diuraikan dalam

bagian duduk perkara. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa

keterangan  saksi-saksi  tersebut  adalah  mempunyai  relevansi  dengan  dalil

gugatan Penggugat. Dengan demikian keterangan saksi-saksi  tersebut secara

materil dapat diterima dan dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung

kebenaran dalil-dalil  gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 308

ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg; 

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan

fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami Istri yang sah menikah pada

tanggal 02 Mei 2010;

2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis

lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

3. Bahwa  akibat  perselisihan  dan  pertengkaran  tersebut,  Penggugat  dan

Tergugat sudah berpisah rumah sejak 1 tahun yang lalu sampai perkara ini

diajukan; 

4. Bahwa selama pisah rumah tersebut, keduanya sudah tidak ada komunikasi

yang baik dan tidak lagi melaksanakan kewajiban suami isteri;

5. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan

Tergugat, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang,  bahwa  menurut  ketentuan  Pasal  39  ayat  (2)  Undang-

Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Jis Pasal  19  huruf  (f)  Peraturan  Pemerintah

Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, untuk

melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri terus
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menerus terjadi  perselisihan dan pertengkaran dan tidak  ada harapan akan

hidup rukun lagi sebagai suami isteri dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis hakim sependapat dengan abstrak hukum

yang  terkandung  dalam Putusan  Mahkamah Agung  Nomor:  379  K/AG/1995

tanggal 22 Maret 1997 bahwa “Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi,

dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka

rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi

alasan  perceraian  sebagaimana  yang  tercantum  dalam  pasal  19  huruf  (f)

Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975”,  dan  hasil  rapat  pleno  Kamar

Peradilan Agama sebagaimana yang dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah

Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan

Rumusan  Hail  Rapat  Pleno  Kamar  Mahkamah  Agung  Tahun  2013  sebagai

Pedoman  Pelaksanaan  Tugas  bagi  Pengadilan,  dimana  dinyatakan  bahwa

indikator rumah tangga sudah pecah (broken marriage) antara lain: sudah ada

upaya damai tetapi tidak berhasil, salah satu pihak atau masing-masing pihak

meninggalkan  kewajibannya  sebagai  suami  isteri,  dan  telah  terjadi  pisah

ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  di  atas,  Majelis  Hakim

berpendapat bahwa yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah Pasal 19

huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f)

Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi:

“Bahwa  perceraian  dapat  terjadi  apabila  antara  suami  isteri  terus

menerus terjadi  perselisihan dan pertengkaran dan tidak  ada harapan akan

hidup rukun lagi sebagai suami isteri dalam rumah tangga”.

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  hukum  diatas  dan

dikorelasikan  dengan  unsur-unsur  yang  terkandung  dalam  pasal  tersebut,

Majelis  Hakim  berpendapat  bahwa  dalil-dalil  gugatan  Penggugat  telah

memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam pasal tersebut;

Menimbang,  bahwa  Tergugat  tidak  pernah  hadir  dan  Majelis  Hakim

telah menasihati  Penggugat  agar  rukun kembali  sebagai  suami  isteri,  Pihak

keluarga Penggugat dan Tergugat juga sudah berusaha mendamaikan mereka,

akan tetapi tidak berhasil. Hal tersebut menunjukkan Penggugat dan Tergugat
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tidak dapat untuk disatukan lagi dalam rumah tangga, sehingga rumah tangga

yang  demikian  termasuk  kategori  rumah  tangga  yang  sudah  pecah,  serta

pecahnya rumah tangga tersebut telah sampai ke tahap tidak adanya harapan

akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga;

Menimbang,  bahwa dalam kondisi  rumah tangga  yang  sudah  pecah,

maka tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal

berdasarkan  pada  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa  atau  keluarga  sakinah,

mawaddah  dan  rahmah  tidak  mungkin  terwujud  dalam  rumah  tangga

Penggugat  dan  Tergugat.  Oleh  karena  itu,  Majelis  berpendapat

mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah merupakan perbuatan

sia-sia  dan  hanya  akan  menambah  penderitaan  lahir  dan  batin  yang

berkepanjangan  serta  akan  memunculkan  kemudharatan  yang  lebih  besar,

paling  tidak  mudharat  sudah  nampak  yaitu  antara  Penggugat  dan  Tergugat

sudah tidak terjalin lagi hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, sudah

tidak satu ranjang (tempat tidur) lagi, dan saling meninggalkan tanggung jawab

masing-masing  sebagai  suami  isteri,  padahal  Islam  mengajarkan

menghilangkan  kemudharatan  lebih  diutamakan  daripada  mendapatkan

kemaslahatan sebagaima kaidah Ushul fikih yang berbunyi sebagai berikut:

المصالح      جلب علي مقدم المفاسد درء

Artinya:  “Menghilangkan  kerusakan  lebih  utama  daripada  mendatangkan

kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa majelis mempertimbangkan pendapat Sayyid Sabiq

dalam kitab Fiqih Sunnah Juz II: 248 selanjutnya diambil alih sebagai pendapat

Majelis sebagai berikut;

بها           ا الزوج اضرار ادعت اذا التفريق القاضي من تطلب ان للزوجة ن

عن        ...    القاضي وعجز امثالها بين العشرة دوام معه يستطاع ل اضرارا

بائنة    طلقة بينهما .الصلح

Artinya: “Bahwa seorang isteri dapat meminta kepada hakim untuk diceraikan

dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata di

dalam perkawinan terdapat kemudharatan dimana suami isteri tersebut

sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah
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tangga mereka… dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami

isteri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak satu bain”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

diatas,  maka  majelis  berpendapat  bahwa  gugatan  cerai  tersebut  telah

memenuhi ketentuan alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2)

Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Jis Pasal  19  huruf  (f)  Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal  116 huruf  (f)  Kompilasi  Hukum

Islam, dengan demikian gugatan Penggugat tersebut mengenai dalil perceraian

telah terbukti, dan oleh karena itu petitum angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  gugatan  Penggugat  beralasan  dan

tidak  melawan  hukum,  sedangkan  Tergugat  tidak  pernah  hadir  dalam

persidangan  meskipun  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut,  maka

berdasarkan Pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan

tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang,  bahwa  Tergugat  belum  pernah  menjatuhkan  talak

sebelumnya,  maka  Majelis  berpendapat  bahwa  petitum gugatan  angka  dua

mengenai talak satu  bain sughra patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan

talak satu ba’in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk dalam bidang pe

rkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang–Undang Nomor 7 Tahu

n 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-U

ndang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka b

iaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum

syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil  secara resmi  dan patut  untuk

menghadap di persidangan tidak hadir; 

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;  
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3. Menjatuhkan  talak  satu  ba'in  sughra Tergugat  (TERGUGAT)

terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

4. Membebankan kepada  Penggugat  untuk  membayar  biaya  perkara  ini

sejumlah  Rp424.400,00 (empat  ratus dua puluh empat ribu empat ratus

rupiah);

Penutup 

Demikian  diputuskan  dalam  rapat  permusyawaratan  Majelis  Hakim

pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal

16 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh kami Aab Abdul Wahab, S.Sy., M.H. sebagai

Ketua Majelis, Amry Saputra, S.H., dan Ahmad Khatib, S.H.I,  masing-masing

sebagai  Hakim  Anggota  dan diucapkan  dalam sidang  terbuka  untuk  umum

pada  hari  Selasa  tanggal  24  Desember  2024 Masehi,  bertepatan  dengan

tanggal 22 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri

para  Hakim Anggota,  dan  Miswan,  S.H.I.,  sebagai  panitera  pengganti  serta

dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Aab Abdul Wahab, S.Sy., M.H.
Hakim Anggota

Amry Saputra, S.H.

Hakim Anggota

Ahmad Khatib, S.H.I.
Panitera Pengganti,

Miswan, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 748/Pdt.G/2024/PA.Tbh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. PNBP
a. Pendaftaran Rp30.000,00
b. Panggilan Pertama Rp20.000,00
c. Redaksi Rp10.000,00

2. Proses Rp80.000,00
3. Panggilan Rp174.400,00
4. Sumpah Rp100.000,00
5. Meterai Rp10.000,00

Jumlah Rp424.400,00
(empat ratus dua puluh empat ribu empat ratus rupiah);

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 748/Pdt.G/2024/PA.Tbh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 14


